BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 30 & /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH
DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan tata
Kelola, manajemen, layanan, data, aplikasi, infrastruktur,
keamanan informasi, audit teknologi informasi dan
komunikasi serta pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Digital, perlu membentuk Tim
Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten
Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi
Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
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5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 37);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 63);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah
Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab:

memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing,

memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas

permasalahan pelaksanaan Pemerintah Digital.
b. Koordinator:

mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Pemerintah

Digital dan perumusan serta penetapan Kkebijakan

Pemerintah Digital di Pemerintah Kabupaten Tabalong;

c. Tim Pelaksana:

1. membantu koordinator dalam melaksanakan tugas
yang sesuai dengan perumusan dan penetapan
kebijakan Pemerintah Digital;

2. membantu koordinator dalam melaksanakan tugas
yang sesuai dengan perumusan dan penetapan
kebijakan Pemerintah Digital;

3. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan dalam
rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun
dalam rangka koordinasi;

4. menerapkan kebijakan  Pemerintah  Digital di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

5. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana
dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator;
dan

6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Koordinator.




4.

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
S pada tanggal @ Fv&/ o2k
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 3¢l, /KUM/2026

TANGGAL & AN }enl,

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM | KET
Bupati Tabalong Penanggung Jawab I
Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab Il
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Koordinator

Tim Pelaksana
Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

6. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Tabalong

7. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Anggota
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong

8. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggota
Aset Daerah Kabupaten Tabalong

9. | Kepala Badan Kepegawaian dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia

10. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Anggota
Informatika Kabupaten Tabalong

11. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

12. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota

Kabupaten Tabalong
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